BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan
Pasal 170 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu
menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pembangunan Desa dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123) sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011  tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa; :

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2007 Nomor 10/E) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahuri 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.



BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Bupati adalah Bupati Lamongan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan ~pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah
antara BPD, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat
Desa, dan/atau APBD. _

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
BPD.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikocordinasikan
oleh kepala Desa dengan mengedepankan  kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan
berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan
lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana,
kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa,

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistemn dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.



Pasal 2

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan daerah.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan pembangunan Desa.

(4} Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa
didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan
oleh satuan kerja perangkat daerah.

(5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga
pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa,
dan/atau pihak ketiga. _

(6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

BAB I
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut
RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun. -
(2) RPUM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

(1} Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan
yvang meliputi:

a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.

(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan kepala Desa.



(3)

(1)

(2)

(3)

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1
Umum
Pasal 6

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah

kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi

bidang  penyelenggaraan  pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), antara lain:

penetapan dan penegasan batas Desa,;

pendataan Desa;

penyusunan tata ruang Desa;

penyelenggaraan musyawarah Desa;

pengelolaan informasi Desa;

penyelenggaraan perencanaan Desa;

penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan

Desa;

penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan

J. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan
lingkungan Desa antara lain:

1. tambatan perahu;

2. jalan pemukiman,;

3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan

5. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kesehatan antara lain:

1. air bersih berskala Desa;

2. sanitasi lingkungan;

3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan

4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

taman bacaan masyarakat;

pendidikan anak usia dini;

balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

sarana dan prasarana pendidikan dan pelatlhan lainnya sesuai

kondisi Desa.

d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
antara lain:

1. pasar Desa;
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2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa,;

4. pembibitan tanaman pangan;

5. penggilingan padi;

6. lumbung Desa;

7. pembukaan lahan pertanian;

8. pengelolaan usaha hutan Desa;

9. kolam ikan dan pembenihan ikan;

10. kapal penangkap ikan,;

11. cold storage (gudang pendingin);

12, tempat pelelangan ikan;

13. kandang ternak;

14. instalasi biogas;

15. mesin pakan ternak;

16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;

pembuatan terasering;

pemeliharaan hutan bakau;
perlindungan mata air;

pembersihan daerah aliran sungai;
perlindungan terumbu karang; dan
kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Nownk LN

(4) Bldang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

(5)
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pembinaan lembaga kemasyarakatan,
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
pembinaan kerukunan umat beragama;
pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
pembinaan lembaga adat;
pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan
kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
dang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan,;
pelatihan teknologi tepat guna;
pendidikan, pelatihan, .dan penyuluhan bagi kepala Desa,
perangkat Desa, dan BPD;
peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa,
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan;
4. kelompok tani;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda;dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 7

(1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan
mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.



(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan
prioritas program dan kegiatan daerah.

(3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan kegiatan yvang meliputi:

pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

pengkajian keadaan Desa;

penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah

Desa;

penyusunan rancangan RPJM Desa;

penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah

perencanaan pembangunan Desa; dan

g. penetapan RPJM Desa.
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Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
‘Pasal 8

(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

kepala Desa selaku pembina;

sekretaris Desa selaku ketua;

ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan

anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan

masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur

masyarakat lainnya.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7
(tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim  penyusun  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengikutsertakan perempuan.

(5) Tim penyusun scbagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

pooe

Pasal 9

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah;

b. pengkajian keadaan Desa,;

¢. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan

d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
Pasal 10

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan
pembangunan daerah dengan pembangunan Desa.

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan
informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.



(4)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

Informasi arah kebijjakan pembangunan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

rencana pembangunan jangka menengah daerah;

rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;

rencana umum tata ruang wilayah daerah;

rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan

rencana pembangunan kawasan perdesaan.
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Pasal 11

Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan
kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa.

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan
pembangunan yang akan masuk ke Desa.

Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa
Pasal 12

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan data Desa;

b. penggalian gagasan masyarakat; dan

¢. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢ menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa
dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 13

Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(3} huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. pengambilan data dari dokumen data Desa;

b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber
daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan
sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.

Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data Desa.

Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi
lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
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Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka
penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 14

Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan
peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang
dihadapi Desa.

Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana
kegiatan.

Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa. :

Pasal 15

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan
secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa
sebagai sumber data dan informasi.

Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah
khusus unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan,;

kelompok tani;

kelompok nelayan;

kelompok perajin;

kelompok perempuan;

kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

kelompok masyarakat miskin;dan

kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa.

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap
musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

TR e 0 o

Pasal 16

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan
dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat {1), menggunakan
sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai
alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka meningkatkan
kualitas hasil penggalian gagasan.
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Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat

menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 17

Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana
kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format usulan rencana kegiatan.

Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 18

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian

keadaan Desa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:

a. data Desa yang sudah diselaraskan;

b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke
Desa;

c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan

d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari
dusun dan/atau kelompok masyarakat,

Pasal 19

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil
pengkajian keadaan Desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
melalui musyawarah Desa
Pasal 20

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil
pengkajian keadaan desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Pasal 21

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas

dan menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari
visi dan misi kepala Desa; dan
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c. rencana prioritas keglatan penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah

yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), membahas sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam}
tahun; ,

c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan

d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh
perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa,
dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 22

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Pasal 23

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa
berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.

Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil
penyusunan rancangan RPJM Desa vyang dilampiri dokumen
rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh
tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 24

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah
disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23. .

Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan
kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa,
dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
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Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 25

Kepala Desa  menyelenggarakan  musyawarah  perencanaan
pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RPJM Desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur
masyarakat. '

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan

i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat.
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Pasal 26

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8
Penetapan dan perubahan RPJM Desa
Pasal 27

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 28

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
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a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas

dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa

dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Bagian ketiga
Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1
Umum
Pasal 29

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM
Desa.

RKP Desa disusun oleh pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari
pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana
kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.

RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir
bulan September tahun berjalan.

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 30

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan

masyarakat Desa.

Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan  perencanaan  pembangunan  Desa  melalui
musyawarah Desa;

b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;

pencermatan pagu indikatif  Desa dan penyelarasan

program /kegiatan masuk ke Desa;

pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

penyusunan rancangan RKP Desa;

penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan

pembangunan Desa;

. penetapan RKP Desa;

h. perubahan RKP Desa; dan

pengajuan daftar usulan RKP Desa.

o

0

—

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa
Pasal 31

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan
rencana pembangunan Desa.
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Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menjadi
pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa. :

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 32

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;

b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan

c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan
keahlian yang dibutuhkan.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat

berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat

daerah.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan

dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman

kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.,

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Pasal 33

Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

kepala Desa selaku pembina;

sekretaris Desa selaku ketua;

ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur
masyarakat. _
Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7
(tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan
perempuan. _

Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat
bulan Juni tahun berjalan. -

Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

RO op

Pasal 34

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a.

oo g

pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan
masuk ke desa;

pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

penyusunan rancangan RKP Desa; dan

penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
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Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/
Kegiatan Masuk ke Desa
Pasal 35

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari daerah tentang:

a. pagu indikatif Desa; dan

b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima

kepala Desa dari pemerintah daerah paling lambat bulan Juli setiap

tahun berjalan.

Pasal 36

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:

a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;

b. rencana alokasi dana Desa (ADD} yang merupakan bagian dari
dana perimbangan yang diterima daerah;

c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan

d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah provinsi dan APBD.

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana

program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang meliputi:

a. rencana kerja pemerintah daerah;

b. rencana program dan Kkegiatan pemerintah, pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah;

c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

ke dalam format pagu indikatif Desa.

Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan

ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana

pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan

RKP Desa. -

Pasal 37

Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam
hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah
Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan
sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember
tahun berjalan.
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Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Desa
Pasal 38

(1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana
kegiatan pembangunan -Desa untuk 1 ({(satu) tahun anggaran
berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP
Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa
Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

hasil kesepakatan musyawarah Desa;

pagu indikatif Desa;

pendapatan asli Desa;

rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah; ,

jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;

hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan

hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
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Pasal 40

(1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan
Desa sesuali jenis rencana kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. anggota pelaksana.

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mengikutsertakan perempuan.

Pasal 41

(1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;,

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa,
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Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di
bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam
rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa,
satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembangunan
infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 42

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan
disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama
antar Desa.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 43

Pemerintah Desa dapat mengusuikan prioritas program dan kegiatan
pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah
daerah.

Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
{3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan
RKP Desa. : '

Pasal 44

Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil
penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan
RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 45

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44.

Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
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Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa
Pasal 46

Kepala Desa  menyelenggarakan  musyawarah  perencanaan
pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RKP Desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur
masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan,;

perwakilan kelompok perajin;

perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan

1. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat.

PR Se 0 o

Pasal _47

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi
prioritas program dan kegiatan yang didanai:

pagu indikatif Desa;

pendapatan asli Desa;

swadaya masyarakat Desa,;

bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah.

Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dlrumuskan berdasarkan pen11a1an terhadap kebutuhan masyarakat
Desa yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

¢. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang
tersedia;

pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
pendayagunaan sumber daya alam;

pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
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h. peningkatan kualitas _kefertiban dan ketenteraman masyarakat
Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan

1. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
Desa.

Pasal 48

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dituangkan dalam berita
acara.

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah  perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan
BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 8
Perubahan RKP Desa
Pasal 49

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, Krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebjjakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang
terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

¢. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan

mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah
daerah; '

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang
terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah
daerah;

¢. menyusun rancangan Kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
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Pasal 50

Kepala Desa  menyelenggarakan  musyawarah  perencanaan
pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan
pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 49.

Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya
peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, scbagai dasar
dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
Pasal 51

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 kepada Bupati melalui Camat.,

Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan
pembangunan kecamatan dan daerah.

Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil
pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3). -

Informasi tentang hasil. pembahasan daftar usulan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa
setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan
di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah
desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52

Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} meliputi:

a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan

b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa,
kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.



(4)

(1)

(3)

(4)

(5)

(2)

22

Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung
sejak ditetapkan APB Desa.

Pasal 53

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau
program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah
diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor
dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyatakan pelaksanaan. program sektor dan/atau program daerah
didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan
untuk mengurus.

Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah
Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan
program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat
mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak
disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.

Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 54

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau
unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Umum
Pasal 55

Tahapan persiapan meliputi:

@ a0 g

penetapan pelaksana kegiatan;
penyusunan rencana kerja;
sosialisasi kegiatan;

pembekalan pelaksana kegiatan;
penyiapan dokumen administrast;
pengadaan tenaga kerja; dan
pengadaan bahan/material.
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Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan
Pasal 56

(1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang
tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB
Desa.

(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan
kepala Desa.

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili
keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat
mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 57

Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan
persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja
Pasal 58

(1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa.
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara

lain:

a. uraian kegiatan;

b. biaya,

c. waktu pelaksanaan;
d. lokasi;

€. kelompok sasaran;
f. tenaga kerja; dan

g. daftar pelaksana kegiatan.

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan
kepala Desa.

Paragraf 4
Sosialisasi Kegiatan
Pasal 59

(1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan
rencana Kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

(2) Sosialisasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), dilakukan antara
lain melalui:

musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;

musyawarah dusun;

musyawarah kelompok;

sistemn informasi Desa berbasis website;

papan informasi desa; dan

media lain sesuai kondisi Desa.

Moo o
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Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan
Pasal 60

Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di
Desa.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}.
Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada -ayat (2)
dilakukan dengan pembimbingan teknis.

Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain meliputi:

kepala Desa;

perangkat Desa,;

BPD;

pelaksana kegiatan;

panitia pengadaan barang dan jasa;

kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan

lembaga pemberdayaan masyarakat.

meo a0 o

Pasal 61

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:

a. pengelolaan keuangan Desa;

b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan

c. pembangunan Desa.

Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi
pengelolaan  keuangan dan  teknis  penyusunan  dokumen
pertanggungjawaban keuangan.

Kegiatan  pembekalan  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis
administrasi kesekretariatan, pendataan, penectapan dan penegasan
batas desa.

Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ seperti pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang
dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan
informast Desa.

Paragraf 6
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan
Pasal 62

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi
kegiatan.

Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa.
Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya meliputi:

a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;

b. dokumen APB Desa;

¢. dokumen administrasi keuangan;
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d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan

dilakukan;

daftar masyarakat penerima manfaat;

pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan

pekerjaan;

g. penylapan dokumen peralthan hak melalui hibah dari warga
masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset
Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;

h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan
Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak Kkegiatan
pembangunan Desa;

i. penylapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga
masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
Desa;

=0

J- penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi

dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan

Desa;dan
k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan
lingkungan.
Paragraf 7
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material
Pasal 63

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 64

Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada
di Desa sekurang-kurangnya melakukan:

a. pendataan kebutuhan tenaga Kerja;

b. pendaftaran calon tenaga kerja;

c. pembentukan kelompok kerja;

d. pembagian jadwal kerja; dan

¢. pembayaran upah dan/atau honor.

Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor
yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 65

Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di
Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;

b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan

¢. menentukan cara pengadaan material/bahan.

Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa
yang ditetapkan dalam APB Desa.
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Pasal 66

Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong

masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat,
sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur
masyarakat;

b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga
yang berbentuk barang;

¢. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;

d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan

e. penetapan jadwal kerja.

Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai

dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan
dalam APB Desa.

Pasal 67

Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-
kurangnya mengadministrasikan dokumen:

a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa
dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang
menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa
dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau
pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan
pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan
pembangunan Desa.

Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a

dilakukan melalui APB Desa.

Pasal 68

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan
hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan
pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan
pembangunan Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak
rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui APB Desa.

Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 69

Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan
sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya
dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.

Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dilakukan oleh kepala Desa, diselenggarakan pengadaan
barang dan/atau jasa.

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Umum
Pasal 70

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang
sekurang-kurangnya meliputi:

oo T

o

(1)
(2)
(3)

(1)

rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;

pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;

perubahan pelaksanaan kegiatan;

pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;

penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa  dalam rangka
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan

pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan
Pasal 71

Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam
rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.

Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana
Desa yang bersumber dari APBN.

Pasal 72

Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara
lain:

perkembangan pelaksanaan kegiatan;

pengaduan masyarakat;

masalah, kendala dan hambatan;

target kKegiatan pada tahapan selanjutnya; dan

perubahan kegiatan. '
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Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi
perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

. Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa
Pasal 73

Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan
tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh
tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan
dokumen RKP Desa.

Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang
berasal dari masyarakat Desa.

Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui camat
perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur
yang dapat berasal satuan Kerja perangkat daerah yang membidangi
pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 74

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan

dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil

pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3

(tiga) tahap meliputi:

a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat
puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan
puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus
per seratus} dari keseluruhan target kegiatan.

Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan

pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 75

Pemerintah daerah menetapkan peraturan tentang kejadian khusus

yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan

di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:

a. kenaikan harga yang tidak wajar;

b. kelangkaan bahan material; dan/atau

c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir
dan/atau kerusuhan sosial.

Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.



(1)
(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(1)

(3)

29

Pasal 76

Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan
pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan ketentuan:
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB
Desa dilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat,
2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah.
b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
dan
c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan
kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal
pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 77

Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan
menyepakatt perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan
gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal
terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan
infrastruktur Desa.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi
kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
Pasal 78

Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat

dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

Desa.

Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian

masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya

meliputi kegiatan:

a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan
masyarakat; '

C. penetapan status masalah; dan

d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.

Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
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b. mengutamakan penyelesaian masalah dj tingkat pelaksana
kegiatan; ~
¢. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan
penyelesaian masalah;
d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
€. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
(4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan
pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa.
(5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan
dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 79

(1) Pelaksana  kegiatan fnenyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana
kegiatan.

(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang
diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 80

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam
format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri
dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang
sekurang-kurangnya meliputi:

a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;

b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100%
yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;

c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau
melakukan kegiatan secara beramai-ramai;

d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan Desag;

e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung
kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan

f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.

(3) Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Paragraf 7
Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Pasal 81

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan
pembangunan Desa.



(2)

(3)

(4)

(1)
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Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan

Desember tahun anggaran berikutnya.

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala
Desa; dan

b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala
Desa dengan disaksikan oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.

Kepala Desa menyampaikan kepada BPD tentang laporan pelaksanaan

pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 82

Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).

(2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(4)
(9)

(1)

(2)

(3)

(5)

disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa.

BPD, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa
membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam berita acara.

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan
perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan
musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8 _
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan

Pembangunan Desa
Pasal 83

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan

dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil Kkegiatan

pembangunan Desa.

Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan dengan cara:

a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu
dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian
dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan

c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.

Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil

kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.



(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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BAB IV
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 84

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, dan
pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat Desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan Desa.

Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah
Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 85

Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan
pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan
pelaksanaan pembangunan Desa.

Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP
Desa.

Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang
dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja,
pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material,
pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan
Desa.

Pasal 86

Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:

a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap
laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;

c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan
pembangunan Desa; dan

d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, Bupati

melakukan:

a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala Desa;

b. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal
mempercepat perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan
APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
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c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal
mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan
penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis
dilakukan oleh Camat. \

Pasal 87 \

Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

_ | BAB YV .
P KETENTUAN PERALIHAN \
Pasal 88 ‘

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan
sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa
berlakunya. '

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudal® asla
dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015,
dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini.

BARB VI
KETENTUAN PENUTUP '-
Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Seplemixr 20t

Pj. BUPAT] LA

WAHYUDI

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMAONGAN

- .

S
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 34



Lampiran Peraturan le.’lgati Lamongan

Nomor Tahuyn 2015
Tunggal :_ & _SkekmBY 20\

FORMAT PEMBANGUNAN DESA

A FORMAT PERENCANAAN
[. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABLUPATEN YANG MASUK KE LIESA

0
K A AMA T AN T Lttt i et ottt e e e
LN L of U O PP
R N I oo it e e
T T
No Program; Kegatan SKPD }’Iengdma .Loka:ﬂ Il{egiatalll. Volume Satizan Pagu Dana
Program/ Kegiatan | {Dusun/RT/RW; {Rp.}

Tresa ............. e tanggal oo L

Mengetahui, Ketua Tim Penyusur RPOM Desa

Kepala Desa



I1. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DE S A e
KABUPATEN - LAMONGARN
PROVINSI CJAWA TIMUR
1
No Uraian Sumber Dava Alam Valume Satuan
CONTOH ............. s e emmm———
1 [Material batu kali dan Kerikil - 400,000 3
2 |Pasir urug e i ) 7000001 m3
3"l ahan Tegalan o o LzE T Ha
4 |Lahan Persawahan ~ Llog) Ha
5 JLahgnHuten 35,000 Ha
&) Sungm 8,124 Ha
7 Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili 6,500 | Ha
8 JAIr terjun 4 bk
]

Mengetahui

Kepala Desa
L )
Keterangan:

Desa ..,
Ketua Tim Penyusun RBJM Desa

tanggal ., ., L

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil,

data pendidikan dll yang relevan
D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa



1. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA
PIARTAR SUAMBER DAY A MANUSA

A

KECAMATAN
RABUPATEN : LAMONGAN

PROVINSI S JAWA TIMUR

No Urapan Sumber Dava Mutiasi (SDAY) Jumlah Sairuan

CONTOH o I

________ 1 jPenduduk dan kt‘lu.ﬂga )

a-Jumlah I’endudllk laki- ldk‘ ................ [ .
_|b. Jumlah penduduk perempuan R orang

It sta

a. [ulusan 3-1 hf‘ﬂta&.
b LLlIU.bd.Il bIA

(03 &ll}g

c. Tidak tamat SO7 lidak sekolah o

g
Iesa ... . tanggal .. e
Mengetahui Ketua Tim Pemmsun RPJIM Deqa
Kepala Desa

keterangan:
D = 8DA dalam Desa
K = 5DA terkait Kawasan Perdesaan; Wilayah Antar Desa
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V. FORMAT DAI'TAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN
DAPFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

A
KABUPATEN : LAMONGAN
PROVINS] s JAWA TIMUR

No Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumiah Satuan
CONTOH

| |Aset prasarang Unmuam

a. Jalan

b. Jewbatan

Aset prasarana kesehatan

a. Posvandu

b. Polindes
c \JICK L L Lt SR L e+ e e 11 e e e [ e i e e e e
d. Sarana Air Bersih

lesa ... tanggal .., ... ..
Mengetahui etua Tin Penvusun RPIM Desa
kepala Desa
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V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA S0S3IAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA e e e e
KECAMATAN e e
KABUPATEN | LAMONGAN
PROVINS] D JAWA TIMUR

No Uralan Sumber Daya Sosial Budaya J_ Jumlah [ Satuan

. Desa oo Lowangaal oL
Mengetahui Ketus Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
(e e j (e

Keterangan © Sumber duya sosial ditsi dengan budave-budava vang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-
kegiatan Gotong-royong, peringalan-peringaran hari-huari tertentu vang masih dilakukan serta
pengembangan dari kegiatan/ festifal seni-budava lainva .




V1. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN FPEMBANGUNAN DESA

DESA

RIEKAPITULAS! USULAN RIENCANA KEGIATAN PEMDANGUNAN DESA

KECAMATAN
KABUPATEN : LAMONGAN
PROVINSL CJAWN TIMUR

Usulan Rencana Kegiatan
berdasarkan Bidang

Rencana Lukast
Kepiatan

Perkiraun
Volume

Penerima Manfoa

Satua
Laki-laki | Perempuan |

A-RTM

Il

IV

Contoh
Penyelenggaraan pemcrintahan desa

1. Penetapan dan pencgasan batas DgDusun Karangrejo

2. Pendaraan Desa
3. Penvusunan tata ruang Desa

Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Pemelitharaan jalan

2. Pembangunan jaringan irigasi
3. Rehabilitasi Gedung Posyandu

Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan PRi<

2. Pelaksanaan Siskamling

3. Pembinaan kerukunan umat berag

Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan tata boga

2. Pelatiban teknologl tepat guna
3. Pelatihan KFMD

paket - -

Mengetahul
Kepala Desa

Keterangan:

A-RTM : Anggola Rumah Tangga Miskin

Desa . oo, fanggal Lo,
Ketva Tim Penvusun RPIM Desa




V11 FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMBEOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN; KELOMPOKR - .0
DESA e e .
KABUPATEN . LAMONGAN
PROVINSI CJAWA TIMUR
. kir Peneriima Manfaat ’
No Gagasan Kegiatan Lokas) Keginan Pr:lkuaan Satuan
Volume - R A-BTM
‘iComoh
1 JRehabilitasi Gedung Posvandu RT. 01 Llunit | s 40 27
2 Pembangunan jaringan irigasi RT. 02 dan R1 03 1200\ meter 1001 125 o0
3 |Pelauhan tata boga RT. 01, 02,03 15 orang | ) 10 9
- I
|
|
‘7 |
‘ | ;
.
'I I
I
Desa .. ... v, tangeal
Mengetahui Ketua Tiun Penyusun RPIM Desa

Kepala Desa




VIII. FORMAT CONTOH SKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA

a. POTRET/SKRETSA DESA L. DAFTAR 3MASAT AH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

| ™o MASALAH POTENSI
i Jalamn desa & wilavsh Bar
BW Q2 cepargang 12040 Pazyr
rveser TS ak herar Tenzza Oofng Roveny
2. Llngkunzan pﬂm_han - _HE-Desa dap FEER
pemdme‘.\‘G ndak - *ader-kacder di detn
- ¥ickecsmas permbant
=X Banvak anak babiza & - Puzkeymas Pewbanm
P& 13 menderita - Posvands
L penvakis ¢ aopeak, - ¥lzder Poovandn
U
S EE T SRR o R 3 Tarnpak kolsar 1kan - ¥loizm Jebhan temibak
o t SR YO e Yurang dimnanfeatkan ~ AlTan mgasi
i| i; L e e M BT e a atues 4o F- [ I Q].Ethm kamn. - Petam wanbak
i j o ) I RECPL v it PR
9 EOUTERTE N L L AR 5. Jempsran di Dresaty - Barm day pasy
Damai loageoT. - Ksyu dap hemba
- Tenzgs Gotong royoag




[X. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

2. GAMBAR KATENDER AUSIM

AKAY
Wl AL L
LR APRA

KEMARAT

MISIR HUTAN

k-

w3

T beriik

Yekimanemr

|

Easabarpn
ek
Pemraiat)

Bang

Tanar=:

Ta

e

LEEL]

LL] LEL S

-

-

-n

e

LEE ]

Fa

b.

DAFTAR MASATLAH DAN POTENST DARI AT ENDER MUSERS: & 00 E
No MASALAH POTENST
-
rada inusim kermnarani, & Sungai Co
dua gemn kekurangsn Miats air R TR
air berzib. Swadsya masyarskst
" Bam pass
—
Pada nmizing kemaaTa, Itigas) perseer )
hasil panet meroson Luas laban persawahan
{eazal: Eelompok Tap: 777
- KD
3 —
Pads rmsux pancaroba Puskesimat Pembant
bamvak nasvaraka dess Ilabun obat keluarsa _
tersegang ispe (infeksi Posyandu :
. saluram perpafasan akue) _‘
Pada nasim mjan Puskesrua: pembamu -\_
bamrak masvarakier G Dosyandn i
Dusun Saci terkens Bidan )
diare Febun obrax kelyares g \
Pada mmsim boxjam, E;ﬁﬁ%;m ‘ :
sebapian besal ruEmak . Tenaga Gotong 1oyong | '
pendaduk i Dusia T
Damasm tersenang air

seinge] 1 meter,




=P Bp ~ [ Ep T
=
EPOTL ey wrncead
wpaTS Y - [TS TR RIS
argeed TIKP SERPTRELNY
mEs oy - FIenY ary
Geyfom| . wxdimp
vt Sema - L it
ey rumd sy TR PV (83
MR Y - E&Hﬂe\u ST, HITT b
e
oIy -
o wduqEe]
STUMETEG (¥ tgull ]
ﬂu.lm- 1 WREETE T
e 24 oG TN
il WTOATEGHA o 1-{7 -
SRR LT
P Tpeol Tl
WMLy = ORI 349
dexiox TR TRy ¥
RN - Rep ORI Frisiy e,
ISKZ10d HYIVSV YOVEILL1 N |

AMEYTOVAIW T TIVMASTOVH DT IS I TOA NI HYTESYIN ¥V IIY0 q

ID.Hl

YTOUTRTTATHIWTTIT AYAOYH B

NYVOVHNATIY NVOVE HOLNQOD

NVVOVANHATIN NVDVH HOLNOD LYIWHOd X
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XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, diDesa o
Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
Desa e pada :

Hari dan Tanggal PO
Jam P PP
Tempat O

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajlan keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil -
wakil darl kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokolh masyarakat dan unsur
lain vang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda
kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Jontoh
1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2 Pengkajlan potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

e, Tanggal, ..., .... y e
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
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XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
[LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
DESA PP PR PP P
K A M AT AN i e et e e e
KABUPATEN : LAMONGAN
PROVINSI D JAWA TIMUR

L.

I1

11l

V.

VL

VII.

Latar Belakang

Conton

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah
ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan
kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas
RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dan segi proses
penyusunannya, Kualitas dokumen maupun Kkesesualan dengan perundang-undangan.
Pengkajian Keadaaan Desa (PKD} adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan
untuk memastikan kualitas preses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Tujuan :

Contch

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obvektuf, lengkap dan cermat:
a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

b Pengkajian Potensi Desa

¢ Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa

d Pengkajlan permasalahan yang dihadapi

e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

—

Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa
Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukanr oleh Tim Penvusun RPJIMDes dengan dipandu oleh
Kader Pemberdayaan Masvarakat Desa

Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode
P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

ALAT KAJI DAN INSTRUMEN
Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan
Antar Lembaga/Kelembagaan.

PROSES PELAKSANAAN

Contoh

a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan
pembangunan kabupaten/kota

b menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
kaji tersebut di atas.

¢ Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
merumuskan usulan rencana keglatun

¢ Membuat rekapitulasi usulan rencana keglaian pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat



XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

IX., HASIL
Contoh
1 Data desa vang sudah diselaraskan
2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke
Desa
3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4 Rekapitulast usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut
Contch

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui, Ketua Tim Penvusun RPJM Desa
Kepala Desa
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XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan

musyawarah Desa di Desa.................. .. Kecamatan........................... Kabupaten
Lamongan Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada
Hari dan Tanggal e
Jam O PP e
Tempat L e

vang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan vang bertindak selaku unsur pimpinan
dalam musyawarah Desa ini adalah :
A. Mater:

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyvawarah ... dari ..o

Notulen RO dart ..o

Narasumber S O dari oo
D darl ...
3o dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan
akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa vaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab
agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua BPD
Kepala Desa

Walkil Masvarakat
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XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musvawarah RPJM Desa di Desa.....................
kecamatan........................... Kabupaten Lamonguan provinsi Jawa Timur dalam

rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal PN
Jam PSR
Tempat R P P

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh uum penyusun RPJM
Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh  tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mustinya.

Mengetahui Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa
Kepala Desa
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XV]1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa .....................
Kecamatan ...............col Kabupaten Lamongan
Provinsi Jawa Timur pada :

Hari dan Tanggal TP

Jam PP

Tempat P

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta
yvang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyaw: ..., dari ..o

Notulen L dari .

Narasumber P AT oo
2 darl .o
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, sclanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

Demikian Berita Acara 1ni1  dibuat dan  disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Kepala Desa
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XVIl. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa ..................... Kecamatar ....................
Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur pada :

Hari dan Tanggal D DU DI

Jam DD

Tempat S

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri cleh kepala Desa, unsur perangkat
Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi vang dibahas dalam musvawarah Desa ini serta vang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Contoh
Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyvawarah TR dari

Notulen DU Aari o

Narasumber Dol dart o
2 Aarl
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
Desa menyepakati beberapa hal vang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dar
musyawarah Desa dalam rangka penvusunan RKP Desa vaitu -

.~ Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
................... , Tanggal, ..., ..., ...

Ketua BPD
Kepala Desa



XVIIL. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA
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PAGU INDIKATIF DESA

DE A e
KE AN AT AN e
KABUPATEN s LAMONGAN
PROVINSI D JAWA TIMUR
Sumber Dana Indikatif
dikatil Progr: Alokasi Dana
No Indi §L1l rogram/ Desa Dana bagian dari Bantuan keuangan
Kegiatan Desa Dana Desa N aeil e .
{bagian dana hasil pajak dan
[APBN} - . . APBD
perimbangan retribusi APBD Kl :
kab./ kota) Provinsi | "V P2 en/
1INl
Conwh e e o
Penyelenggaraan |
| |pemerintalian desa
T e B
[l |Pembangunan Desa | odio U FRRIN AOSTS
e S e
Il |Kemasyarakatan
Pemberdayaan : """""""""""
IV |Masyarakat 4 i

,tanggal ..., ... ...

ketua Tim Penyusun RKPDesa
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XIX. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE DESA

DESA Y
KECAMATAN
PROVINSI O G e  EX L TEEREREERERE TR
No Asal Program/ Kegiatan Nama Program/ Kegialan Prakiraan Pagu Dana | Prakiraun
(Bp.l Pelaksana
Contoh
1 |Dart Pemerintah Air Bersih £00,000,000 |PL Pusat
2 iDari Pemerintah Daerah Provinsi
3 |Dari Pemerinah Daerah Kabupaten
4 |Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat
oleh DPRD Kabupaten/ Kota
Desa o Jtanggal ...,

Fetua Tim Penyusun RKP Desa
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XXI1. FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Dusun Desa Kecamatan Kabupaten
Usulan dari
Nama kegiatan
Jenis kegiatan
Lokasi kegiatan
Pelaksana l ' l
Pemanfaat Langsung Pemanfaat A-RTM
Tidak Rumah Tangga
ggrlrlllzla?lli}aat Umum A-RTM Langsung ( Miskin)
_{orang)
L org ;L org | L org
L_P org | P org | P org | ....... Org ........ %
JML org | JML org | JML org | A-RTM/UMUM |

. Latar belakang:

(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi
bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)

. Tujuan yang ingin dicapai

{Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari
masalah)

. Kegiatan yang akan dilakukan :

(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini
menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan
pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai
hubungan sebab akibat dengan tujuan)

. Manfaat yang akan diperoleh

(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika
usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/
pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajad kesehatan, meningkatnya
kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari
akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)

. Potensi Sumber daya alam dan manusia

(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)

. Rencana pelaksanaan kegiatan

(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)

. Rencana Pelestarian kegiatan

(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)

. Lain-Lain

Menyetujui

Kepala Desa

a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang
diusulkan?

b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

. Lampiran-lampiran:

a) Berita Acara Musyawarah

b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua



XX1l. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

-93

GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

Digambar Oleh

Pelaksana Keglatan
{Kewler Teknik]

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga
Profesional
(nka tersedia)

lLembar..... Dari..... Lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual




XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

DESA

KECAMATAN
KABUPATEN

PROVINSI

RENCANA ANGGARAN BIAYA |RAB}

: LAMONGAN
 JAWA TIMUR

Bidang
Kegiatan

URAIAN

Volume

Satuan

Harga Satuan
Rp

Jumlah Total
Rp

a

b

d

e=bxd

1. BAHAN

1.1
1.2
1.3
1.4
L....

Sub Total 1) Rp

2. ALAT
2.1
2.2
2.3
2.4

Sub Total 2} Rp

3. UPAH
3.1
3.2
3.3

Sub Total 3 ) Rp

|Total Biaya

Keterangan :

Kategori Biava
[-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
[-b Pembelian bahan hasil industri

“NlI-a Pembelian alat tangan
[I-b Pembelian / penvewaan alat mesin

ilI-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
HI-b Pembavaran tenaga untuk pengumpulan bahan

e, Tanggal....... b I
mengetahui :

Kepala Desa Tim Penyvusun RKP Desa
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XXIV. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROZOSAL TEKNIS DARN RATS

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Nesa PR
Kecamatan e e e
Kabupaten : LAMONGAN

Provinsi CJAWA TIMULK

Lokast U

Hidang
Kegiatan

Yolume P

Jenis Dokumen vang Diperiksa

Ada & Tidak
Memenuhi
Syarat

Ada Memenuhi
Syarat

Tiduk Ada

1 |Sketsa lokasi kegiatan

2 |Dokumen survey leknis

3 |Gambar desain

4 iPerhitungan volume

Survey harga bahan dan alat

43

Kesepakaran pembayaran upah kerja

Perhitungan RAB

Kajian sederhana mengenal dampak lingkungan

el e I

Pernyataan hibah lahan dart masyarakat

o

Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi

11 |Kesanggupan swadaya dan gotong rovong

12 |Rencana penggunaan alat berat

13 |Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan

14 |Data pemaniaat

Diperiksa Tanggal -
Hasil Pemeriksaan dinvatakan . Lavak [/ Tidax Lavak

Tim Verifikasi

1 Wakil Masyarakat O

2 Pendamping Profesional

3 Dinas Instansi Terkait I TR




XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA
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DARTAR USULAN RKP DESA

TAHMUN s
[IESA e
KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
_ . _ o Prakiraan |Prakiraan Blaya
No Bidang/ Jenis Keglatan Lokasi | Volume Sa:-..at‘an,f Wekiu dan Sumber
- Marifaat N -
Bidang Jenis Kegiatan Pelaksanaan | Jumlah (Rp}
1 Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jumlah Per Bidang 1 -
2 Pembangunan Desa
Jumlah Per Bidang 2
3 Pembinaan
Kemasyarakatan
T Jumlah Per Bidang 3 :
4 Pemberdayaan
N Masyarakat
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL -
Desa .o Jtanggal
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
Lo [ ]
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XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, diDesa....................
Kecamatan.....ooocvveriieiiiiiiinn e Kabupaten Lamongan
Provinsi Jawa Timur pada:

Hari dan Tanggal PP
Jam L
Tempat DI PPOp

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKFP Desa
sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakansebagaimana mestinya.

Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RKP Desa
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XXVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa...........
Kabupaten/Kota...................o Provinsl........c...ooooen. pada :

Hari dan Tanggal e

Jam D e O

Tempat D s e

telah diadakan acara musyawarah pe.rcncanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh
kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana
daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa in1 serta yang
bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musvaw: ..o dari ..o

Notulen PR darl ..o

Narasumber N T, dari oo
e dari ... e
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka
penyusunan rancangan RKP Desa vaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungiawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BFD Kepala Desa

Wakil Masyarakat



B. FORMAT PELAKSANAAN

[. FORMAT RENCANA KEGIATAN DESA

J29.

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA
TAHUN: ...

DESA ....................................................................................................................................
KECAMATAN R LT T T T T
KABUPA’]‘}}:N LAMON(&AN ...............................................
PROVINS! A TR
Bidang/ Jems Kegiatan Sasaran Walal Pelaksauadan Pelaksana
No Lokasi Volume | Satuan Biava [ laki- Perempus A Durasi | Mulai | Selesai !.' i’lT."iﬂ
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan wumia laki |7 CPIPUAD gy | DuTas) ular | weesa repiate
Penvelenggaraan | b, .
1 |Pemerintahan . L .
Dess d.
e c. - .y
Jumiah Per Hidang | N
i, _
5 Pembangunan :—*)
Diesa d. )
e,
Jumlah Per Bidang 2 ) B
N o o _ e
4 Pentanaan : - e - At e e
7 |Kemasvarakatan (1.
N - - P i
........ iy <. ! \
Jumlah Per Bidung 3
;ill T T
4 Pemberduyvasn t'—m .
I\-Tx’.‘l&_\';il'ii lisit d' — e e — JE— - J o —F - - ———— e ——
€.
Jumiah Per Bidang 4
JUMLAL TGTAL [ l
e TangEa)
Menyetujui Pelaksana Keglatan. ...
Kepala [lesa Ketua
o, ] (o, i
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[I. FORMAT CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Desa
Kecamatan

Kabupaten LAMO’\IQAN e e AR e et e e

Provinsi SAWATIMUR T

No Materi yang disampaikan

MEDIA SOSIALISASI

Tidak
Ada

Ada Sistem Papan
Musvawnrah | Informasi | Informasi
[Desa Desa

Media
Lokal
Desa

2 |Anggaran Pendapatan dan Belanja [APB)
Desa

1 |Rencana Kerja Pembangunan [RKP) Desa

AMengetahui,
Kepala Desa

Pelaksina Kegiatan

Ketua
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11l FORMAT CEKLIS MATER! PEMBEKALAN DAN/ ATAU PELATIHAN

CEKLIS MATERI PEMBEKALAN DAN/ ATAU PELATIHAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

D S e e
Kecamatan RO
Kabupaten CLAMONGAN e
Provinsi SAWA TIMUR e
No Materi vang disampaikan ADA TL%A:‘ NARASUMBER
1 |Administrasi pengelolaan Keuangan
2 |Mekanisme pengadaan barang dun jasa
3 Pendayagunaan sumber daya alam lokal
dan bahan materi lokal
4 Penyusunan dokumen
pertanggungjawaban Keuangan
5 Penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan
6 .....
Desa ...y tanggal ..., ...,
Mengetahuli, Pelaksana Kegiatan ...
Kepala Desa Ketua
[ e ) TP UUUPRIN )
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IV. CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN
CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan
Desa
Kabupaten : LAMONGAN

Provinsi CUAWATIMUR

2|
No Uraian Dokumen ADA Tj%?)ih KETERANGAN

1 |Dokumen RKP Desa

b

Lampiran dokumen RKP Desa

3 |Dokumen APB Desa

4 |Buku administrasi keuangan

Dokumentasi foto sebelum kegiatan
pembangunan dimulai

6 {Daftar masyarakat pemanfaat

Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan
menyelesaikan pekerjaan

8 |Dokumen peralihan hak {hibah lahan/ tanah]

9 |Dokumen peralihan hak melalui jual beli

Dokumen penvelesaian ganti rugt (bangunan,

1o tanamanj

Dokumen pernvataan tidak menuntut ganti

11 .
rugi (bangunan, tanamanj

Laporan analisis dampak sosial dan

12 lingkungan

13

Desa ....................., tanggal ..., ..., ...
Mengetahui, Pelaksana Kegiatan ...l
Kepala Desa Ketua



V. FORMAT PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

Desa

Kecamatan
kalnipaten fKota
Provinsi

-33-

PENDATAAN KEBUTUNAN TENAGA KIFRJA

Tahun @

Mengetahui,
Kepala Desa

WAKTU Orong
PELAKSANAAN
: JENRNIS KEGIAT 0L : SATUAN skt Tenags
" PN REGIATAR VOLUME KEGIATAN Mandor Tukang Pekerya Fenaga Jumliah
{Hary) {Orang) (Orang) (Orangy Khusus {Orang)
k - > {Orang)
4 b ¢ d ¢ ! g b 1 g f-pihsi
esa o tanggal L

Peluksana Kegiatan

et



V1. FORMAT DAFTAR CALON TENAGA KERJA

DAFTAR CALON TENAGA KER.JA

D e e e e s D s e T
kecamatan S R P SR
AU ATl NGl T e o s+ 2+ s o+ i s+ s i
Provinsi .
Dt Pribacds || Tanda t.angal.l i
o ‘ cap jempol
No. Nama U.ler Alamat
Urut {Th) Ll e RI'GI\‘_'V[ ! jari Kin
i
1 . L -||, | 2
z i
3 T 1
4 [ 0 i ]
s 1 F
e |
7 L L Ly 8
8 ]
g [ g
~ o |
11 [ ] b I 12
]
13 ! |!13 14
13 1 L_J 135 16
s !
o I |
i 1
E i z
z I
21 I |21 21
22 |
23 ] ]L_J'I 23 24
e .
|
||
R
22 | ¥
= 3
2 ]
Jumnlah i '
| i
Keterangan Desa ... tanggal ..., ..., ...

L : Laki-laki

P : Perempuan
Anggola Rumah Tangga Miskin

A-RTM -

Mengetahui,
Kepala Desa

Pelaksaru Keglatan ... L

Ketua




VIL FORM DAFTAR HADIR T3AaN TANDA THRIMA INSENTIF PERERJA

DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEXKERJA
{Untuk Pekerjaan Sistem Harian)

Nesa
Kecamatan Jueris keglatan [rasentaf umtuk 1 HORK Pekera R o .
Kabupalen /Kota Mok /Lokasi kegiat Cknsennif untuk MO Tulkang Fp,

Provinsi T crmmmmmmmm Mazi kerja tangagal .""]n.‘-'.l'r'.Iii' untuk 1 HOK Ket Kelompok  Rpoo
Katagori Asal Hari-Orang- Ker (HOK) Juinlah THOkK Jumlah Inscnii Tanda tangan s
No. Narma A-RTMy L | F ol T Menurut Tanggad ) | Y Total [ A RTM cap [empol
Ph| Th [ Md s | s : M | T | Md |A RETM (Rpi p) Tangan kiri
1 1 2
2 i ) —_—— _—— ,—
3 B . 3 El
4 - ” —— .
5 B 5 i
by - . el e 41 - 3 R
7 17 B
8 T T 7T ] 1 . . (R
F—T - s T 1 = T T 13 il
g' . 4 1
10 - T [ T 1 1 171 ]
i I N 7 _qn 12
12 - ] ) L —
13 T T 13 14
14 ' 3 ' f [0 S G -
: T : T I T T ik it
L S ) oo bl gl -4 - 1o B P T ’
16 e e P :
!'.; ——— — - - P .I ; Hi ] — l_; ]]H
5 e I 1 16} 20
20 I ! ! i 1 i
21 ; b p v 21 122
Shail E .- 4 R - 4 4 . 1.4 - |- R
22y S Lo L] I A _ iR I o IS U SR —
23 | i i i 33 24
24 ] | i
Jumlah | Juinlab. V
keterangan :
L s laki daki Md  Mandor
P : Perempuan N s 0 Malam Desa
Pk T Pekeryn e 13 . Boay [esa
Tk T Tukang A-RTM | Anggota Rumah Tangga Miskin
Desa oo e tanggat o

Menvetuyn
hepaala fesa

Priaksana Kegiatan . .

hetua



V11l FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM w £AH BORGNG

DAFTAR PERMITUNGAN HOK 34N PENERIMAAN (NSENTIF DENGAYN SISTEY UPAH BORONG

Numna Keompok o

Desa | Jemss Regiatan 1 HON Pokena |
Kecamatan . ... Pekerjazn U HOK Tukang "
Kabuputen  (LAMONGAN  Wasakematg o 91 HOR Ketkipk
Patok/Lokasikegi: o Wolumedhasilk: Upah borong/sat
Kategori Asal 5 ntif van B e
N A- Ll F«w \ - : B;?:;_:;%c;tii;afg Tanda tangan/Cap jempol kirl |
Na Name BTM eri [ ka [Ket el tuar TIme MIsIng (tidak boleh diwak:lkan] |
a | ng Klp| ds| s masing [Rpl
a b - o fleg|hli J k 1 |
! [2 !
1 [Ketual J_ J X :
- | !
2 | |
; | P |
R I :
: |
3 5 £ !5
| i
) |
T ! T i :
g i !
7 T 8 ]
=3
9 9 10
e, =
" IR |
| 1] 12 ,
15 ' ' N ! !
Jumlah =
.
Keterangan: . Urattant : Jumiah HOK = k/harga | HOK —_1
L: Laki-lak Pekerja Tukang Ketua Kelompok
P - Perempusan .
_ _ HOK dihasilkan
ds : Desa
- ———— i E—
Th © Tukang
dlm . Dalam
A-RTM - Anggota Rumah Tangga Miskin
[esa .o .0 . tanggai

Menverujui.
Kepala Desa

Pelaksiina Kegiatan

Ketun
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X, FORMAT KEBUTUHAN MATERIAL BAHAN

DAFTAR
KEBUTUHAN MATERIAL; BALIAN
Tadiun -

Desa : B _Kabupateu © LAMONGAN .
Kecamatan : i Provinst ) SAWA TIMUR
JUNLAR VOLUME
JENIS KEGIATAN & - e -
SPESIFIKASL TERNIS VOLUNME . .
. a Barang/ balu . . SAT [SHTH ARA PENG

No Nama Barang, balian MINIMAL KEBUTUHAN | 7 | an uar | CARD PENGADAAN

vang dibutuhkan dalan Desi

Dresia

JENIS KEGIATAN -1 ¢

Il JJENIS REGIATAN-LL

A Lo iR

—

JENIS KEGIATAN-11I

£l b i

FERTAEY N

Keterangan ;

Desa o
Mengetahui,
Kepala Desa Pelaksana Kegiatan ......... ... ...

Ketua
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K. FORMAT DAFTAR REALISAS] SWADAYA DANA

DAFTAR
FEALISAS] SWADAYA DANA
Tahuo oo

DESA

KECAMATAN R,

KABUPATEN L JENIS KEGIATAN e .
KA : e e S e

NAMA PENYUMBANG / hega?g%ul}'}an Rt:all.‘jf!*]il - RL‘RllS'rl.sl. Re;m:amf id .
RT/ RW, DUSUN wadayvi no buian laly o bulan ini ] sl ms "o
Ry Rp. Rp. Rp.

Mo,

Total Jumlah Swadava

Keterangan -
* Nilai Swadava Masyarakat diisi sesuai swadava vang diberikan,

Desa. o tanggal. L,
Mengetahul,

Kepala Desa Petaksana Kegatan ... .

Ketua



X1 FORMAT DAFTAR REALISASI SWADAYA BAHAN/ BARANG

-39

DAFTAR
REALISASI SWAIDAYA BAHAN,/ BARANG
Tahun

DESA
KECAMATAN .
KABUPATEN CJENIS KEGIATAN ©
IJR()V]NS] ..................................................... l{UIJAN :
N Volume Target dan Realisasi Swadaya Jurnilah prakiraan mmlal swadaya terhadap rupiah
ama P T RT
No Narma Penvumbang/ RT/RW Hahan/ Kesang Realisasi | Realisasi Realisasi \Tax Rel Realisas Realisast Realisasi 5/d
- gupan SAT o s/d bin ey Swadaya bulan Lalu bulan nu bulan ini Yy
Barang i bulan lalul bulan o o
Swadava ini Rp. Rp. Rp. Rp.

Total Jumlah Swadaya

Keterangan .

* Bentuk Swadaya Masyarakat diisi sesual swadaya yang diberikan.

Mengetahui,

Kepala Besa

Idesa o

e tanggal. o

Pelaksana Kegiatan

Ketun
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XIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH
SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama H U
Jenis Kelamin
Tempat Tanggal Lahir =~ 1 s
Pekerjaan N
No. KTP
Alamat i e
Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hlba.h atau Pihak Pertama.

...................................................

....................................................

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama et a i ee e aa e e eaneas
Jenis Kelamin e e e ens
Tempat Tanggal Lahir OO P ORI
Pekerjaan D e bt aenns
No. KTP OOt
Alamat [ OO UPOTOPTOTSTPIN

Selanjutnya Disebut sebagai Penerlma Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaska.n Tanah Hak Milik saya seluas + ...... m? yang
terletak di Desa..... Kecamatan...... Kab....... , dan menyerahkan kepada Penerima

Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan
Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan D e
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan @ . .
3. Sebelah Timur berbatasan dengan D e
4. Sebelah Barat berbatasan dengan D e

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan
dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya,
maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

............. , tanggal .... tahun

Mengetahui Yang menyatakan
Kepala Desa ........cocceeeeennnn

...................................................

Menyetujui:
Ahli waris:
Suami/Istri Anak:

..........................................

.............................................
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XIV. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI ATAS
BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

=Y oo D U PP
Bertindak untuk dan atas NAma 1 .oiiereiriirree ettt an e rarranns
L85+ OO PPN
Alamat T ettt e ettae e et e e e e e aanaannnaas
Nomor KTP :

.............................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya
apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang
terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Desa............ berupa :

Pekerjaan Pembangunan
Objek yvang terkena dampak
Lokasi Kegiatan

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh
rasatanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................. , tanggal, bulan, tahun
Yang Menyatakan

MATERAI
Rp. 6.000
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XV, FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Tanggal

Pelkerjaan vang diperiksa

| e I
| . . . boalitas
| Sk Gam! Juniahy | Vkear s Dinsenst | Pk e
. . Sketsa Cambhar . i Cr]Aadt ~
Jenis Pekerjaan ) ! ' Volume — cueflaal Catatan Pemenksaan
- dan Ukuran | SeS1UST i

Yg dicapai Tidak |Sesuan |[Tidak

Eencans

HBahan dan Alat vang Diperiksa

o Volume Kualitas .
Jenis Bahan dan Alas - T - Catatan Pemeriksaan
i i Sesual  |Tidak jScsus |Tidak “

Desa o, Tanggal, o

Mengetahui Pemeriksa

Kepala Desa
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XVI. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN
Nomor: ....ocovvvvvennn 2014

Pekerjaan O S
Volume Kegiatan O
Lokasi R P

Biaya LR P s

Pada hari ini bertempat di .................. pada ........... (tanggal, bulan, tahunj telah
dilakukan musyawarah perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal yang
menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan spesifikasi
berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara lain :

1. Kepala Desa
2. Wakil-Wakil Masyarakat
3. Pelaksana Kegiatan .................

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-hal sebelum
diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teknis terjadinya perubahan kegiatan
disajikan dalam format terlampir.

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat
mengetahuinya

Mengetahui/Menyetujui - Pelaksana Kegiatan..............
Kepala Desa ..........., ' Ketua




XVIL

FORMAT PERUBAHAN KEGIATAN

(Contoh)

Nama Kegiatan
Lokasi Kegiatan

: Budidaya Lele
: Dusun Made

-45-

PERUBAHAN KEGIATAN

Tanggal Perubahan

Pagu Biaya : Rp.30.000.000,-

No Hal yang Keadaan sebelum Keadaan setelah Sebab Perubahan Akibat Perubahan
diubah adanya perubahan perubahan

1. | Bibit lele Bibit Lele Dumbo Bibit Lele Siliwangi Kelangkaan bibit lele dumbo + Jumlah bibit lele lebih banyak;

*+ Perlu pelatihan pengelolaan ternak
lele siliwangi,

* Membutuhkan lahan lebih luas;

Keterangan: Agar dilampirkan rencana kegiatan dan RAB perubahan

Kepala Desa

Mengetahui

Dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Budidaya Lele
Ketua
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XVIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PENYELESAIAN MASALAH

BERITA ACARA
MELALUI MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan kegiatan pembangunan
desa, pada hari ini.

Hari/ Tanggal

Tempat
Telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk menyepakati penyelesaian masalah yang
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir. '
A. Permasalahan yang dibahas:

.................................................................................................................................

...............................................................................................................

.................................................................................................................................

...............................................................................................................

.................................................................................................................................

...............................................................................................................

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi, peserta musyawarah
bersepakat serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir
dari musyawarah penyelesain masalah ini, yaitu:

.......................................................................................................................................

...............................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua BPD
Kepala Desa

Wakil Masyarakat



DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH
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DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA

NAMA

ALAMAT

TANDA TANGAN

10.

il.

12.

13.

14.

dst
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XIX. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR IS1
Hal
KATA PENGANTAR ... .ottt ettt r e e ra e oo eu et saeancmaeans i
DAFTAR TABEL ... e e
DAFTAR IS ..t e et eaaes
BAB1 PENDAHULUAN ...t 1
BAB Il PELAKSANAAN KEGIATAN. ..ot

2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa ............cccoeuen.nn.
2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan ............
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ..............
BAB III REALISASI BIAYA . .. it e e
BAB IV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ......ccocooiiviiievinnn.
BAB IV PENYELESAIAN PERMASALAHAN, KENDALA DAN HAMBATAN
3.1 Penyelesaian Permasalaharn .........coooveeeviiiiiiiiiniiiiiiecinnann,
3.2 Penyelesaian Kendala dan Hambatan ....................coees,
BAB V PERUBAHAN KEGIATAN . ..ottt
BAB VI SERTIFIKASI KEGIATAN
BAB VII KESIMPULAN ... e e e e e e e e e e aaaeanas

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..ottt e it e e e areie e s e naneanns
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XX1. Format LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

LAPORAN PENGADUAN MASYARARKAT
Tanggal Status: .

.50-

])(1S§i .............................................................

ReCamatanl L e e

RabUpater o AN AN e et e e e et e

Provinsi AN A TIMU R e ———— e < R

Tuanggnl : . ) Status

Nao. ik ldentitas Pengadua Permasalahan Kegiatan I'indak lanjun pengaduan . -

I'engadu an _ i Proses | Seles |
Menvetoai 13e8a. . e Targgal

IKepala Desa

Pelaksana Kegiatlan s

Ketua



XXH. FORMAT LAPORAN MASALAH, KIZNDALA DAN HAMDBATAN -31-

LAPORAN MASALAH, KENDALA IDAN HAMBATAN

Tanggal Status: ., ..., ...
Kecamatan ST Pravinsi
N Keoiats Masalah, Upava yang Dilakukan Untuk Menvelesaikan Masalah, Bantuan Pihak Lain vang Diharapkan dalam
N cgatan Kendala dan Hambatan Kendala dan Hambatan Penyelesaian Masalah, Kendala dan Hambaran
1 Masalah
1 — - — -
2
3
Il |Kendala dan Hambatan
]
2 e o ]
3
Menyetujui Desa...... Jdanggal. e
Kepala Desa Pelaksana Keglatan ..o

Kot



XV FORMAT REALISAS] BIAYA KEGIATAN

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

52-

REALISAS] BIAYA KEGIATAN

Tahun.............

kegiatan

URAIAN

Volume

Drari
APB
Desa

[>ari
Sumber
Lain

Dari

Swadava

Satuan

Harga Satuan
[Rpt

* Jumlah APB
Desa

(Rpj

Jumlah
Sumber Lain

{Rp.)

Jurnlah
Swadaya
(Rpj

1. BAHAN

b

C d=a-h ¢ e

h=bxg

l=cxg

=dxg

1.1
1.2
1.3
1.4
1....

Suly Total )

Hp

Rp Rp

2. ALAT
2.1
2.2
2.3
2.4

Sub Total 2

Rp

Rp Rp

o. UPAH
3.1
3.2
33

Sub Totat 3 )

Rp

Rp Rp

Menyetujul
Kepala Desa

Sumber Tana

Total Biava Kegiatan

Rp

Total Biayva Suinber Lain

Rp

Total Biava Swidava

1

Rp

Total

|
.

Rp

Desa.. ..., tanggal. ...

Pelaksana Kegiatan

Ketua




XIV. FORMAT REKAPITULASI REALISAS] BIAYA

-53-

REKAPITULASI REALISAS] BIAYA

TAHUN :
[esa Kabupaten
Kecamatan . Provinsi o
Bidang/ Jenis Keglatan Riaya dan Sumber Pembiayaan
N Lokast Volume 1 ) Pemerinuih ok Ketins
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah {Rp) Pana Desa [Rp) ADLD (Rp) Swadaya (Rp) Pusat/ Dacrah Pihok Ketipa
i b C d o f g h i J K
Penyelenggaraan | a.
1 |Pemerintahan ta.
Desa ¢,
Jumlah Per Bidang 1
. .
Pemba
3 embangunan b, ]
Jesa - -
(II -
Jumlah Per Bidang 2 o _
3 Pembinaan ir‘
" |Kemasyarakatan :
Jumlah Per Bidang 2 B ]
ih
4 PPemberdavaan 13, ]
Masyarakat I | i
.
Jumlah Per Rilong4 | | —
JUMLAH TOTAL
Menyetujuil Desa,,. . tanggal.

kepala Desa,

Pelaksana Kegiatan

Ketua
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XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI AWAL (0%}
KEGIATAN: ..o

LOKASI (A)

LOKASI (B)

LOKASI (C)
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XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 40%

KEGIATAN: ..,

LOKASI (A)

LOKASI (B)

B

_



-56-
XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 80%
KEGIATAN: ..ovioeiiie e,

LOKASI (A)

LOKASI (B)

LOKASI (C)
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XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 100%
KEGIATAN: .o e

LOKASI (A)

LOKASI (B)

LOKASI (C)
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XXV. FORMAT GAMBAR PURNA LAKASANA

GAMDBAR
PURNALAKSANA

RABUPATEN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

LOKASE

JUDUL GAMBAR

Iheambar Oleh

Tim Pelaksana

Kegitan {kader
Tokniky

Ihipirniksa dan
Disctujui aleh .
Tenaga Ahl
Profesional/ Dinas
Iistansi terkait

mbuar..... Dari..... Lemb
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XXVIl. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran ... di
Desa........ Kecamatan ............ Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
maka pada:

Hari dan Tanggal © e er e e eaeaeeeeeter e ta e s

Jam ' dari pukul......... s.d. pukul .........

Tempat OO g

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka
Pertanggungjawaban Kegiatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat,
desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:
1. Laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan
kegiatan;
3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat;
5. dst... '

......................................................................................................

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat D e dari ..o
Sekretaris / Notulis : ... dari ..o
Narasumber : 1o, dari ...ocoiieiiii
2 e, dari ..ooovviviii
3 dari .oovviiii e
S RO dar ...cocoviviiiiiii
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XXVIl. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
{lanjutan)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana
tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam rangka
pelaksanaan pembangunan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal
yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :
| O PP PPN

2 O s P PR TPRR IS
T TV UPIP PSPPSR
O O S P PP PRI IR TR
= Y TP
YOOV O SO PSSO PP S
S g U P P PRI
- J USSP SR
9

1

1

...................................................................................................

1 P
1.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui _ Ketua BPD
Kepala Desa

Wakil Masyarakat
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XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
(lanjutan)
DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.

10.

11,

12.

13.

14.

dst
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XXVIII. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .. ..itiiitirriierttiiaaeetrs s aaeraaerrne e ass s st s s rrrreraat s assbaesransreatis i
1B N O VN S ) OO SO PICUOPI PP PPIPPPR
BAB I PENDAHULUAN ... i st r s n s rr et b e e e e e nisi e 1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN ...t
2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ........
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa ...........cccoccernerrcreinnnn.
2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan ............
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat .............c...ee..
BAB III RENCANA DAN REALISASI FISIK BIAYA

3.1 Rencana Kegiatan dan Biaya

3.2 Realisasi Kegiatan dan Biaya

3.3 Perubahan Kegiatan dan Biaya

BAB IV RENCANA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

4.1 Pembentukan Tim Pelestarian dan Pengembangan

4.2 Rencana Pelestarian dan Pengembangan

.....................................

BAB YV PENUTUP. .o s st b st i s ra e rn e

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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. FORMAT PEMANTALIAN
|. FORMAT PEMANTALAN FPELARSANAAN KELLA

PEAIALTALAN PELARSANAAN K-G1ATAM
Talhun .

e
Recamatalt
Raalbuapriten
Hrovinst

el

T

kererangan

e Tidlak [prrjelasan hla lidak]

hYiN hegatan - okimen v Qi

1 |Penerapan Pelaksana hegiatan

|.‘511'uklkl:' pPulaksarg kegratan niereey vk Lnser skt

4 |Rencan kera kegiaan Dess i

|Dokumen rericana ke rpa menggam i kan detind kegeean dan binya i

3 | Sosialisis Kegunan 1esa

T - - ;
ALipterl sasaadisia s e
b pelaksuna kegon

pskain selurub oene e meglisann e i din

4 [Pemibekalan dan i pelatibaon dalion ciaghan pelass

wn keriansn Hesa :

Materi pembekalan  pelatihan sesudi fdengan kebutahan kegiatan |

Pemateri mampu menjeliskan matert pembekalan sevara baik dan nnidah
dipahai

w

Pentlataan kebuluhan tenaga kena

Informasi keburtuhan renaga kerja disebartuaskon kepada selagaian besar
MmASvArak!

6 | Pendaltasan calun lennga kevjs |

!C;iltm tenzi kevsoamendavagunakan sumber dab o seiem s

™ - o
Lo engea ke selrmgian besar berasal doan Riw

7 iPembavaran upah

Pembuvaran upab didakukan sesuai dengin Kesepaksian vang diperanjikan

Fa Pembayaran wpah dalakukan secara iransparan sesi dengan vang disepakat

& |Penulavagunann sumirr dava aliam vang sl b Desa

]Mrngutamalkan penggunadn bahan mterind lokal

Pemandiatan stunber dana alam tidak e usan lingkongins

G | Heairsas Swathaa dalaan Dentuk cang, Daltoe das oeoa

] —

Beatl BUSLELL ST

Swrnelivinala b Yeetnk vangg, bl

L0 | Drakaten Hilsh b dani meisy vkt ! i

Persetyfuan penghibaban tanah/nhan welab cseoogu: ahl warrs

I

J

- - i
Keputusan helih tanah; b telabe melalun proses rassiwarih dissa i
i

i1 |Dokumen permyialas masvarakat tdak menuntut gant ragi

Pernvatamn titdak menuntiul gaoti cuga sudab delakukin melaius musvawarih
masyalakal

1.2 [Pembahasiuy pengadusicnasvarakan

|Pengarlua:| resvica kal diproses, ditangand din diselesaikan

i3 |Laporan miasalah, kendala dan hambatan

Masabah kendala dan Rambatan dalam pelaksanaan, relab ditindaklanjut dan
diselesandai |

13 |Perubahan pekeraan

Perubahan pekerjaan telibh dhbahas dan disepakan pelaksano kegintane
bersama nasyarakat ]

13 |Fato dokumentass kegintan

Crokumentas: foto kegiatan emifrast ukiue 2ibdat poda kondisi 0%, 30" dan
100% dur sudul pengambilan sang sima

Dokomentasi lote vang menggambarkan keginan sedang Levlangsung

1

Gambar purie liksana

]G.‘—ll‘nbm' LUre bk shlbue sesueasi dermin nlisar, keeiilan

LT

NSO
MO

Menveng v Peoiantat Massaraka

kapalin [esi
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II. FORMAT PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIESA

Kecamatan

PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Tanggal -

Kabmpaten
Provinsi

: LAMONGAN
AW

M.

Keglatan/ Dokwinen vang dipantan

Ihiak sanakan/ Ada doekumen

Data renidana program dan Regiifan
pembangunan yang akan masuk ke Desa

dokumoen

Tidak dilaksanakan/tidak ada

{penjelasan bika iidak dilaksanakan)

e raTEan

Perdatann potenst dan masalah di Desa

Dokuymen rekapitulasi gagasan dusun

Lapomn hasil pengkanan ke adaan Desa

Musyawarah Desa penyusunan RPJIM Desa

Rancangan REJM Desa

iMusrenbang Desa peny usunan R!’ M D{ s
Mus\ swaralh Desa penvusunan RRT Desa

Dokumen pagu indikatd desa

Rancangan RI\'I_?_ Desa

Propusal Teknis dan kelenghoapainn

2
13

Verifikasi dan_pemeriksaan proposal iekms

Daftar usulan RKP Desa

14

Berita acara tentang hasil penvisunan rancangan

RKI? MDesa

15}
:

Berita acara Rancangan ERP Diesa imelahn
Musrenbang Plesa

!
i
!
I
1

Menvetujwm
epala Desa,

Keterangan pengisian

Untuk kegiatan, isi dilaksanakan stao tdak dilaksanahan

Untnk dokumen /data, wsi adie atae 1idak

i dokumen

Iesa. ...

................ L Tatigpal,.

Tl penAnLag \1r|"a\«rﬂ dkrtl

Pi. BUPATI LA

D WAIYLID]
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Il FORMAT PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Tanggal .
Desa e . Kabupaten - LAMONGAN
Kecamalan @ .........................cooeoeeicii...... Provinsi T ITAWATIMUR
No Kegiatan/ Dokumen yvang dipantan Inlaksanakan/ Ada dokumen Hidak dl]al:;;l}:i:;:'”]ddk nda ipenjelasan 1}1\;;:1:?;3:lflil:'laks:m:ikan}
T Dala reneana progiaim dan kegratan - o o
~ ! pembangunan yvang akan masuk ke Desy e
2 |Pendalaan potensi dan masalah di Tresa P e e —
3 _[Dokumen rekapinilasi gagasan dusun e —
4 _|Laporan hasil pengkajian keadaan Desa ~ i __ _
5 |Musvawarah Desa penyusunan RPJM Desa
O |Rancangan REIM Desa ' e
7 Musrenbung Desa penyusunan RPJM De *m B B I I _
8 M]]“i\fr]“ arab Desa pt nvusunan RKP Desa i T B
4 [Dokuwimen pagn indikatil desa B §
10 [Rane angan RKP Desa ' L - o e —
11 Propusal Teknis dan kele nkkuptum\ i
| 12 Werifikasi dan pemeriksaan proposal teknis e - - SRR SRR . - —
13 [Daftar usulan Rk Desa 4 .
14 Berita acara tentang hasal pen\,usmmn rane HIIEAN N o
RKEP esa .
_ [Berita avara Rancangan RKP Desa melalul
15 Musrenbang Desa

Menverujui
kepala esa,

heterangan pengisian

Uniuk Keglatal, isi dilaksanokan alau tdah dilsssanakan

Thatuk dokumen fdata, isi aeda atan tdak aada dokvmen

Desa. .,
Tan penldania

Pi. RUDPAT]

1D WAHY U

Tanggal................

u Masvarakai




II. LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PELAKSANAAN

[
No. Judul Formulir th::ilt ':2:‘"? I» Ceklis
| _
1 |Rencana kena kegiatan Desa o Pasal 59 F il v o 1
2 |Cekiis materi sosialisasi kegiatan Desa Pasal 60 Fl2 v 2
3 |Ceklis materi pembekalan dan/atau pelatihan dalam rangk_a pelaksanan _Pasal 62 Fi1.3 v 3
4 |Ceklis dokumen admenistrasi pelaksanaan kegralan Pasal63 | F.il.4 v 4
5 |Pengadaan tenaga kerja Pasal 65____ X
5.1 Pendataan kebutuhan tenaga kerja Fil.5.1 v 5
5.2 Pendaftaran calon tenaga kerja FlLs2| w i
5.3 Pembayaran upah harian F11.53 ¥ 7
5.4 Pembayaran upah borongan ___|Fi54 v 3
6 |Pendayagunaan sumberdaya alam yang ada i Desa Pasal 66
6.1 Daftar kebutuhan material/bahan ) FiBl1, v | 4 |
7 |Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat . Pasal 67
7.1 Daftar realisas) swadaya dana S 1 A_F.;I.?‘I v "
72 Daftar realisasi swadaya barang/ bahan F.;I.?.Z;Z v i
7.3 Daftar realisasi tenaga sukarela __ F.U7.3 v 2
8 |Dokumen pelaksanzan swadaya dan gotong royong ma_syarakal Pasal 68
8.1 Pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakal kepada Desa atas FilB1 } w 13
8.2 Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ‘
ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak Fugz: w 14
kegiatan pembangunan Desa.
9 |[Pemeriksaan Kegiatan
9.1, Laporan pemeriksaan kegiatan 40%, 80%. 100% Pasal 75 | F.i.91 Y 15
10 |Berita Acara perubahan kegiatan Pasal 78 | FH.10 | w 16
10.1. Tabel Perubahan Kegiatan {lampiran .l 10] "?.IHOJ w 17
11 |Berita Acara Penyelesaian Masalah Fasal 80 [F.II.11 w 18
12 |Cutline faporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa | Pasal83 | FII12| w 19
12.1 Perkembangan pelaksaaan perkerfjgan ___IFli12m 20
12.2 Pengaduan masyarakat B Fl.12.2 21
12.3 Masalah, kendala dan hambatan Fl:.12.3 22
12.4 Realisasi biaya Fl.124) v 23
12.5 Rekapitulasi Realisasi Biaya o Fl125 v 24
12.6. Format foto dokumentasi kegiatan Fl.126 w 25
12.7 Gambar purna laksana F1.127 v 26
13 |Berita Acara Musdes dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Oesa pasal 85 TFiA3 LW 27 |
13.1. Laporan pertanggurigjawaban akhir {outhre} o R 131 w 28
HI |[FORMULIR PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DESA :
1 |Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa Pasal88 ] FllI1 ¢ C1
2 |Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Fll.2 v C2
Jumlah Formulic 30




33

¢. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal
mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan
penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis
dilakukan oleh Camat.

Pasal 87

Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 88

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan
sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa
berlakunya.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada
dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampal dengan tahun 2015,
dan wuntuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan B
pada tanggal R Seprembtr 201

Pj. BUPATLEAMONGAN,

™

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

YUHRONUR EFERDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 34



